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ABSTRAK

Syariat Islam diturunkan oleh Tuhan bertujuan untuk menciptakan
kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Tujuan syariat tersebut
terimplementasi melalui ketetapan-ketetapan hukum yang di dalamnya
terkandung nilai tentang penarikan kebaikan (ja/b al-masalifi), maupun nilai yang
berisi tentang menjauhi serta menolak kerusakan (daf'u al-mafasid). Dalam Kaitan
ini, akan dikaji salah satu aspek dalam kehidupan manusia, yaitu aspek ekonomi
yang melibatkan pula aspek politik. Dalam masalah ekonomi, Islam telah
menanamkan kerangka kerja yang luas berdasarkan atas kesempatan berekonomi
yang sama dan adil.

Dalam setiap kegiatan ekonomi selalu terjadi tukar-menukar vang
melibatkan harga atas suatu pasar. Berbicara tentang keadilan ekonomi secara
langsung juga menghadapkan kepada pembicaraan mengenai harga. Hal ini berarti
bahwa keadilan ekonomi salah satunya dapat dilihat dari sejauh mana harga atas
suatu barang mencerminkan keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, penentuan harga
yang adil juga menjadi penting untuk diperhatikan. Masalah ini menjadi pelik
ketika dikaitkan dengan boleh tidaknya intervensi pemerintah dalam penentuan
harga.

Mengenai penentuan harga pasar, Ibnu Qayyim berpandangan bahwa
dalam penetapan dan pengaturan harga, ia lebih menekankan pada kekuatan
penawaran dan permintaan. Artinya, jika penduduk menjual barang dagangannya
dengan cara yang normal (al- Wajh ai-Ma ruf) tanpa menggunakan cara-cara yang
tidak adil.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian pemikiran tokoh, maka pendekatan
penelitian yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif, yaitu
menganalisis data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah
yvang menjadi pedoman perilaku manusia, juga pendekatan usu/ figh, yang
merupakan kaidah-kaidah dan bahasan-bahasan yang berhubungan dengan dalil-
dalil syar’iyyah dari segi dalalahnya terhadap hukum, dan hukum-hukum dari segi
pengambilan dalilnya. Pendekatan wsu/ figh yang dimaksud yaitu tcori al-
Maslahah al-Mursalah dengan rumusan bahwa Maslahah itu bersifat esensial,
yaitu kepentingan yang secara praktis-operasional mampu mewujudkan
kesejahteraan umum yang mencegah terjadinya kerusakan.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa menurut
Ibnu Qayyim pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi, berhak untuk
melakukan, meletakkan dasar regulasi harga, terutama apabila terjadi perbedaan
harga pasar yang diakibatkan oleh ketidakadilan dalam pasar sebagai akibat
ketidaksempurnaan pasar, seperti monopoli, penimbunan (/Atikar) vyang
diistilahkan dengan zw/m. Penetapan harga dalam kondisi demikian berhukum
wajib, karena hakikat penentuan harga adalah mewujudkan keadilan dan
mencegah kezaliman.
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Il. Konsonan Rangkap Karena Svaddah ditulis rangkap

ditulis

ditulis
1. Ta’ marbut!ah di akhir kata
1 Rila dimatikan ditnlic b
ditulis
ditulis

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia. seperti salat. zakat dan sebagainva. kecuali bila dikehendaki
lafal aslinya).

2. Biladiikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis
dengan A.

3.  Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis ¢
atan h

TV. Vaokal Pendek
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V. Vokal Panjang

ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

VILVokal Rangkap

ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

VIL Vokal Pendek yang berurutan dalam satu Kkata dipisahkan dengan
apostrofl

VIIl. Kata Sandang Alif + Lam

1.  Bila diikuti huruf Qomarivvah ditulis dengan menggunakan huruf “7”.
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2. Bila diikuti huruf Syamsivyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah
yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf / (el) nya.

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannva.

ditulis
ditulis
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya untuk

diajarkan kepada manusia, ia dibawa per estafet dari satu generasi ke generasi
selanjutnya, Islam merupakan rahmat dan hidayah Allah SWT bagi manusia
dalam mengarungi kehidupan di.dunia untuk menjalankan tugasnya sebagai
khalifah Allah di muka bumi ini,

Syariat Islam diturunkan oleh Tuhan bertujuan untuk menciptakan
kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lewat
maupun untuk masa yang akan datang. Tujuan syariat tersebut terimplementasi
melalui ketetapan-ketetapan hukum yang di dalamnva terkandung nilai tentang
penarikan kebaikan (ja/b al-masalift), maupun nilai yang berisi tentang menjauhi
serta menolak kerusakan (dafu al-mafasia).'

Sebagai agama, Islam kaya akan peraturan-peraturan atau hukum-hukum.
Hukum-hukum itu dibuat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat,
baik di dunia maupun akhirat, menolak kemadharatan dan kemafsadahan serta
mewujudkan keadilan yang mutlak.”

Islam memandang bahwa terdapat satu kesatuan dan keseimbangan di

antara aspek-aspek dalam setiap usaha manusia. Keseimbangan merupakan

' Abu Ishaq Ibrahim asy-Syatibi, a/-Muwifagat 1i Usil al-Ahkam, (ed.) Muhammad al-Khidr
Husein at-Tulisi (ttp.: Dar ar-Rasyad al-Hadisah, 1.t), 11:6.

2T M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), him.123,




£

sesuatu yang diajarkan oleh Islam.” Ajaran tentang perlunya keseimbangan ini
sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan Islam itu sendiri, yaitu
memberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam al-Qur’an Allah
berfirman:

LS a5 LAl (o i a5 3 AN 1A Aol ST L il

* Opiad)l ¥ dl ) oYY (8 alaadl) Y 5 el Al |

Dengan adanya kesecimbangan ini pula, diharapkan manusia dapat
mengambil kemaslahatan dari Islam, karena tujuan penting diturunkannya syariat
(agama) Islam ke dunia ini adalah sebagai rahmat, sebagaimana firman Allah:

fu_f._.du.i_li_a;JYleJu_LmjL_q

Yang menjadi pertanyaan, kemaslahatan yang bagaimana yang dimaksud.
Telah banyak pendapat yang diutarakan para ahli ushul figh dalam hal ini,
diantaranya Imam asy-Syatibi yang memberikan tiga persyaratan dalam
mengidentifikasi arti kemaslahatan. Pertama, kemaslahatan itu harus sesuai
dengan Magasyid asy-Syari’ah, kedua, kemaslahatan itu bersifat reasionable atau

Ma’quiatu al-Ma'na, ketiga, kemaslahatan tersebut bertjuan untuk memelihara

* Ziauddin Sardar, Rekaya.a Masa Depan Peradaban Muslim, terj. Rahmani Astuti (Bandung:
Mizan,1986), him. 28,

£ Al-Quashas, (28): 77.

# Al-Anbiya’, (21): 107.
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sesuatu yang bersifat daruri dengan cara menghilangkan beban dan kesulitan atau
Raf’u al-Haraj wa al-Masyaqgqal. g

Sistem ajaran yang dibawa olch Muhammad SAW adalah sistem yang
membawa bahagia bagi seluruh manusia dan memimpinnya kepada
kle:sxempurnaan.7 Oleh karenanya, menurut Hodgson, sejak awal-awal Islam
diperkenalkan, kaum muslimin telah dijanjikan bahwa mereka akan menjadi
komunitas paling mulia yang pernah muncul untuk umat manusia.”

Meskipun demikian, suatu kerahmatan pada dasarnya adalah scbuah
potensi yang perlu diaktualkan. Islam tidak bisa menebarkan kemaslahatan atau
kerahmatan tanpa diaktualisasikan oleh manusia sendiri. Maka, bagaimana cara
untuk merealisasikan kemaslahatan [slam dalam setiap aspek kehidupan
manusia?.

Realisasi dari kemaslahatan tersebut tidaklah mudah. Hal ini berkaitan
dengan sifat dan karakteristik masing-masing aspek ataupun bidang dalam
kehidupan. Dalam aspek politik misalnya, untuk merealisasikan kemaslahatan
bagi suatu negara tertentu mungkin dapat ditempuh melalui pembentukan sistem
pemerintahan tcokrasi. Namun bagi negara lain, sistem ini mungkin akan

dianggap sebagai penycbab munculnya nepotisme, kultus individu, dan lain-lain.

¢ Abu Ishaq Ibrahim asy-Syatibi, a/~/ 'tisam (Riyad: Maklabah ar-Riyac ai-Hadisah, L.1.), II:
129-133.

" Hamka, Tafsir al-Azhar (Surabaya: Penerbit Pustaka Islam, 1983) XVII: 149,
* Marshall Hodgson, "Warisan Islam dalam Kesadaran Modern”, dalam Mochtar Pabottinggi

(ed.), Islam: Antara Visi, Tradisi, dan Hegemoni bukan-Muslim (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
1986), him.1.



Atas dasar itulah. para pemikir sangat beragam  dalam memberikan ok
mengenai bagaimana Islam dapat terrcalisasi schagai kemaslahatan.

Dalam kaitan ini, akan dikaji salah satu aspek dalam kehidupan manusia,
vaitu aspek ckonomi yang melibatkan pula aspek politik. Dalam masalah
ekonomi, Islam telah menanamkan kerangka kerja yang luas berdasarkan atas
kesempatan berckonomi  yang sama dan adil bagi penganutnya untuk
mengarahkan mercka ke arah kehidupan ekonomi yang seimbang.” Keadilan
exonomi merupakan nilai dan cita-cita penting yang hendak diwujudkan Islam,
Bahkan menurut al-Faruqi, spiritualitas Islam yang adil tidak akan ada tanpa
adanya tindakan ckonomi yang adil."

Banyak para pemikir sesungguhnya yang telah berupaya untuk itu, maka
muncullah berbagai macam teori ekonomi. Pada saat yang sama, kegiatan
ekonomi manusia terus mengalami perkembangan. Sckalipun demikian, dalam
setiap kegiatan ekonomi selalu terjadi tukar-menukar yang melibatkan harga atas
suatu pasar. Berbicara tentang keadilan ekonomi secara langsung juga
menghadapkan kepada pembicaraan mengenai harga. Hal ini berarti bahwa
keadilan ekonomi salah satunya dapat dilihat dari sejauh mana harga atas suatu
barang mencerminkan keadilan itu sendiri.

Oleh karena itulah, penentuan harga yang adil juga menjadi penting untuk
diperhatikan. Masalah ini menjadi pelik ketika dikaitkan dcngan boleh tidaknya

intervensi pemerintah dalam penentuan harga,

’ M. Abdul Mannan, Teori dan Prakick Lkonomi Islam, ter]. M. Nastangin (Yogyakarta: 1"T.
Dana Bhakti Wakaf, 1995), him. 149.

' Ismail Raji al-Faruqi, Tawhid, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Pustaka, 1982), hlm. 161.
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Dalam Islam, masalah ini pada dasarnya telah muncul pada masa Rasulullah

sendiri. Hal ini setidaknya tercermin dari hadis berikut:
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Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama Islam yang kemudian
mempertahankan adanya kebebasan pasar. Karena dengan adanya kebebasan
pasar, tawar-menawar dapat berlangsung sukarela, tanpa ada paksaan. Penjual
tidak dipaksa untuk menjual barang-barang mereka dengan harga lebih rendah
dari pada harga pasar, tentu saja dengan catatan bahwa hal itu terjadi sclama
perubahan-perubahan harga lebih disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam
permintaan dan penawaran yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan
monopolik maupun monopsonik.'> Oleh karena itulah, mazhab Hambali dan
Syafi'i misalnya menyatakan bahwa dalam situasi pasar yang demikian,
pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan harga. Masyarakat
diperbolehkan menjual barang-barang mereka dengan harga berapapun yang

mereka kehendaki,"”

" ACTirmidzl, Sunan at-Tinmizi, edisi M.F. “Abd al-Baqi {Makkah al-Mukarramah: al-
Maklabah at-Tijariyah, (1), him, 603-606, hadis nomor 1314, *Kitab al-Buya’,” “Bab Ma Ja"a Fi-
at-Tas’Ir.” Hadis dari Anas dari Qatadah, Sabit, dari Humaid, dari Hammad lbn Salamah, dari
Hajjaj Ibn Minhal dari Muhammad [bn Basyar. Abu [sa berkata: Hadis ini Hasan Sahih.

"* Monzer Kahl, ikanomi Isiam: Telaak Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Istam, ter).
Machnun Huscin (Yopyuakurtu: Pustaka Pelajar, 1995}, him. 53-54.

P Abdul Azim Islahi, Konsep lkonomi lbnu Taimiyah, terj. Anshari Thayib (Surabaya: PT.
Bina llmu, 1997), him. 112,
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Menanggapi hal ini, Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa ia menekankan
adanya kebebasan ekonomi individual. Pada saat yang sama, ia juga menekankan
perlunya pembatasan campur tangan yang fungsinya untuk membatasi termasuk
pembatasan menyangkut penentuan harga barang-barang dan jasa.'*

Dalam penentuan harga barang dan jasa, Ibnu Taimiyah selalu
menekankan kesetaraan, keadilan dan setiap orang memiliki kesempatan yang
sama untuk menjadi produktif dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Di samping
itu, tidak seorangpun yang diperbolehkan melakukan monopoli sehingga
mengabaikan hak orang lain untuk melakukan bisnis."”> Maka salah satu aspek
yvang penting dari nilai keadilan dan kesetaraan adalah diperlukannya pejabat
pemerintah  vang mampu memelihara kesejahteraan  dan  keadilan  bagi
masyarakat.'®

Di antara berbagai pandangan tersebut, adalah menarik untuk mengkaji
pandangan Tbnu Qayyim al-Jauziyah'" mengenai intervensi pemerintah dalam
penentuan harga pasar.

Mengenai penentuan harga pasar, Ibnu Qayyim berpandangan bahwa
dalam penetapan dan pengaturan harga, ia lebih menekankan pada kekuatan

penawaran dan permintaan. Artinya, jika penduduk menjual barang dagangannya

14 5 . i -
Monzer Kahl, Zkonomd Islam..., him. 34.

" b Taimivab, Mayrn’ Fatawa, XXIX: 76, lihat | uga Abdul Azim Islahi, Konsep Fkonomi
lbnu Taimivah, erj. Anshaii Thayib (Surabaya: PT. Bina llmu, 1997), him, 224,

' 1bid., him. 225.

"7 Selanjutnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah ditutis Ibnu Qayyim dalam penyusunan skripsi ini.



dengan cara yang normal (a/- Wajl af-Ma rufy tanpa menggunakan cara-cara yang
tidak adil. Lebih jauh Ibnu Qayyim miengatakan:
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Dalam penentuan harga, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa ada kalanya
haram dan ada kalanya boleh. Haram karena mengandung unsur kezaliman,
misalnya mematok harga yang sangat tidak diingini para penjual tanpa dasar yang
sahih, atau melarang aktifitas pasar, yang sebenarnya Allah (lewat syariahnya)
tidak melarang. Boleh bahkan pada sebagian kasus wajib, apabila pematokan
harga demi penciptaan keadilan dan sebatas agar para penjual menjual barangnya
dengan harga standar, dan dilarang memungut di atas yang wajar.”’

Pemikiran lbnu Qayyim sangat sederhana dan ringkas, namun sangat
signifikan dan memancing perhatian untuk dipikirkan.

Berangkat dari pemaparan masalah di atas, maka penyusun tertarik untuk
mengangkatnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan penelitian yang khusus
dan telaah yang mendalam tentang pemikiran [bnu Qayyim mengenai intervensi
pemerintah dalam penentuan harga pasar, sebagai sumbangsih pemikiran menuju
terwujudnya kebijakan yang harmonis dengan hakekat dan ideologi Islam serta

membantu mendalami tujuan sosio ekonomi Islam.

" bnu Qayyim al-Jauziyah, Af-Turug al-Hukmivyah £ as-Sivasih asy-Syar’fyyah. cdisi
M.H. al-Fagi (Surabaya: Rabitah al-Ma’ahid al-1slamiyah al-Markaziyah, t.t.), him. 244,

Y fbid., him. 244,



B. Pokok Masalah

Dari deskripsi latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan

beberapa pokok permasalahan yang dikaji dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

L.

Bagaimana intervensi pemerintah Indonesia dalam penentuan harga pasar
menurut konsep [bnu Qayyim.

Apa yang melatarbelakangi lbnu Qayyim dalam membangun konsepnya.
Sejauhmanakah relevansi konsep Ibnu Qayyim terhadap kebijakan

pemerintah Indonesia dalam penentuan harga pasar.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk menggambarkan intervensi pemerintah Indonesia dalam penentuan
harga pasar menurut konsep Ibnu Qayyim.

Untuk menjelaskan faktor yang melatarbelakangi Ibnu Qayyim dalam
membangun konsepnya.

Untuk menjelaskan relevansi konsep Ibnu Qayyim terhadap kebijakan
pemerintah Indonesia dalam penentuan harga pasar.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

Sebagai kontribusi pemikiran ilmiah untuk memperkaya khazanah ilmu
pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya kajian ekonomi Islam.
Diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran kontemporer untuk mengkaji
ulang kitab Muamalah, sehingga ekonomi Islam mampu menjadi salah
satu disiplin akademik yang mampu mendorong lahirnya tatanan ekonomi

yang adil.
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D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih integral, seperti telah
dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk
melakukan kajian awal terhadap beberapa buku dan karya lainnya untuk
menemukan pembahasan yang terkait erat dengan permasalahan yang penyusun
angkat, dengan harapan tidak terjadi duplikasi penyusunan. Sepengetahuan
penyusun, upaya untuk mengkaji pemikiran Ibnu Qayyim telah banyak mendapat
perhatian. Kenyataan yang demikian sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari
posisi penting lbnu Qayyim dalam dunia Islam.

M. Manullang dalam bukunya Pengantar Ekonomi Perusahaan
mengatakan bahwa hampir semua perusahaan menghadapi masalah penentuan
harga pokok. Harga pokok itu sebetulnya biaya yang seharusnya untuk
memproduksikan scsuatu barang ditambah dengan biaya-biaya seharusnya,
sehingga barang itu ada di pasar.”® Dari sini terlihat bahwa dalam menentukan
harga pokok suatu barang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain
biaya produksi ditambah biaya lain-lain.

John Nider (1380-1438 M), seorang ckonom klasik ikut memberikan
kontribusinya, ia menegaskan bahwa dengan semakin besar jumlah orang yang
membutuhkan suatu komoditi dan keinginan untuk memilikinya, sementara

persediaan penawarannya kurang, semakin besar kemungkinannya untuk dinilai

M. Manullang, Pengantar Ekonomi Perusahaan, cel. ke- 8 (tip: Ghalia Indonesia, 1980),
hlm. 285.



dan dijual dengan harga yang lebih tinggi.”' Dari pernyataan ini menunjukkan
bahwa naik turunnya harga tergantung pada penawaran.

Heri Sudarsono dalam bukunya, Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar
menjelaskan bahwa kckayaan negara menurut Ibnu Khaldun tidak ditentukan oleh
banyaknya uang vang dimiliki atau dicetak, tetapi oleh tingkat produksi negara
dan neraca pertumbuhan ckonomi karena bila suatu negara mencetak uang
sebanyak-banyaknya dan bukan refleksi dari pesatnya pertumbuhan ekonomi,
maka uvang yang meclimpah itu tidak ada gunanya. Terhadap harga barang
disebutkan bahwa setiap barang mempunyai harga keseimbangannya, naik dan
turunnya ditentukan hukum penawaran dan permintaan.”

Ibnu Taimiyah dalam karyanya Majmu’ al-Fatawa sebagaimana dikutip
Abdul Azim Islahi, mempunyai suatu gagasan yang jelas tentang harga di pasar,
bahkan membedakan antara kenaikan harga yang disebabkan oleh kekuatan-
kekuatan pasar yang disebut sebagai permintaan dan penawaran serta kenaikan
harga yang disebabkan oleh perbuatan yang merusak (kezaliman)., Dalam a/-
Hisbah dijelaskan bahwa harga yang setara itu sesuai dengan keinginan atau lebih
tepatnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas

antara penawaran dan permintaan.®

2 IR Hicks, The Social Frame Work: an Introduction to Economi (Oxford: Clarendom Press,
t.t.), him. 66.

** Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar (Yogyakarta: bkonisia, 2002},
him. 142.

# Abdul Azim, Konsepsi Ekonomi..., him. 97.



Dalam kitab a/-Hidayah sebagaimana dikutip as-Sayyid Sabiq dalam kitab
Figh as-Sunnah menyatakan bahwa tidak loleh pemerintah membuat ketentuan
harga terhadap barang dagangan milik orang-orang, kecuali apabila pemilik bahan
makanan berbuat sewenang-wenang menaikkan harga dan tidak ada alternatif lain
kecuali menetapkan harga, maka ketika itu tidak mengapa bertindak demikian
dengan bermusyawarah bersama para ahli dan cendekiawan.™
Sedangkan beberapa skripsi yang ditemukan antara lain: “Etika Penetapan

25

Harga Pasar oleh Pemerintah Menurut Syari’ah Islam™,” membahas bahwa
prinsip yang terkandung dalam ctika penetapan harga pasar antara lain mengenai
konsep harga yang adil berdasarkan ide keadilan Islam serta prinsip keuntungan
yang adil, pematokan harga yang adil dilakukan dalam rangka menjaga harga beli
vang sebenarnya. Lalu “Konsep Ibnu Taimiyah tentang Intervensi Pemerintah

(
" membahas bahwa dalam penentuan harga

dalam Penentuan Harga Pasar,”2
barang dan jasa, Ibnu Taimiyah menckankan kesectarann dan keadilan, bahwa
setiap orang memiliki kesempatan sama untuk menjadi produktif dalam
melakukan kegiatan bisnisnya. Di samping itu, tidak seorangpun yang
diperbolehkan melakukan monopoli sehingga mengabaikan hak orang lain untuk

melakukan bisnis. Namun jika terjadi ketidaksempurnaan pasar seperti monopoli,

maka pemerintah berhak melakukan intervensi atas harga, karena tujuan utama

* Mochtar Efendy, A fanajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam (Jakana: PT.
Bathara Karya Aksara, 1986), him, 169,

= Zumratul [nayvah, “Ftika Penctapan Harga Pasar olch Pemerintah Menurut Syari’ah Islam,”
skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

*® Asep Busir, "Konsep [bnu Taimiyah tentang Intervensi Pemerintah dalam Penentuan Harga
Pasar,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta {1999),



pemegang otoritas (pemerintah) adalah mengatur negara secara adil serta
mengatur prinsip-prinsip esensial dari pemerintahan yang adil.

Demikianlah beberapa karya ilmiah atau pustaka yang dapat penyusun
paparkan berkaitan dengan penentuan harga. Sepanjang pengamatan penyusun,
belum ditemukan karya atau tulisan ilmiah yang secara spesifik mengkaji konsep
Ibnu Qayyim mengenai intervensi pemerintah dalam penentuan harga pasar.
Inilah alasan akademis penyusun untuk mengangkatnya secara ilmiah agar
diketahui sccara utuh konsep Ibnu Qayyim tentang intervensi pemerintah dalam

penentuan harga pasar.

E. Kerangka Teoretik

Sebagaimana tema yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini, yaitu
intervensi pemerintah Indonesia dalam penentuan harga pasar, maka kerangka
teoretik yang digunakan dalam penyusunannya adalah teori intervensi pemerintah
terhadap harga dan mekanisme pasar dan teori pendekatan usul figh.

Teori intervensi pemerintah terhadap harga dan mekanisme pasar yang
dipergunakan adalah untuk mengetahui dan menjelaskan boleh tidaknya negara
melakukan intervensi terhadap harga dan meckanisme pasar, dan juga untuk
menjelaskan dalam hal apa saja intervensi bisa diberlakukan beserta alasan-alasan
yang membolehkan dan melarangnya.

Tugas negara adalah berupaya untuk menegakkan kewajibannya dan
keharusan mencegah terjadinya hal-hal yang diharamkan seperti perampasan hak,
pencurian, dan kezaliman yang dilakukan oleh kaum kuat terhadap kaum lemah.

Oleh karena itu, peran penting pemerintah scbagai salah satu pelaku ekonomi



vang memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengawasi perckonomian, hal itu
harus diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak
dapat dilaksanakan olch pelaksana ekonomi yang lain serta membuat kebijakan-
kebijakan yang bertujuan  untuk  kepentingan rakyat dengan  tidak
membedakannya, baik itu produsen maupun konsumen, atau pihak lain.”’

Campur tangan pemerintah dirasa perlu karena terdapat banyak hal dalam
perekonomian yang harus dilaksanakan atau disediakan bagi kesejahteraan
masyarakat yang tidak mungkin diperoleh jika pemerintah tidak mengambil
bagian di dalamnya. Dan campur tangan pemerintah tidak akan begitu diperlukan
apabila pasar berjalan dengan sempurna sebagaimana doktrin Adam Smith tentang
eksistensi “/nvisible Hand" dibalik mekanisme pasar, akan tetapi doktrin idealitas
vakni pencapaian kesempurnaan sangat sulit untuk diwujudkan baik dalam
pemikiran maupun dalam kehidupan secara nyata baik itu umat Islam sekalipun.

Mengenai kewenangan dalam penentuan harga pasar, didasari oleh teori
harga pasar yakni adanya penawaran dan permintaan, maka dari sini yang berhak
menentukan harga adalah antara penjual dan pembeli, antara produsen dan
konsumen. Hal itu berlaku dalam pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan
murni.*®

Namun apabila terjadi persaingan yang tidak sehat, maka pemerintah

mempunyai wewenang untuk ikut campur tangan dalam penentuan harga, dengan

M, Suparmoko, Pengantar Ekonomika Makro, edisi ke- 4 (Yogyakarta: BPFE, 1998), him.
265.

* Soediyono, Fkonomi Mikro: Harga Pasar dan Konsumen, edisi ke- 2 (Yogyakarta: Liberty,
1983), him. 35. '



tidak mengabaikan pihak-pihak yang terkait dalam rangka mewujudkan
kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan di masyarakat. Hal ini berkaitan juga
dengan tugas pemerintah menurut Islam yai.u sangat positif, luas dan fleksibel.
meliputi seluruh aktivitas dan tindakan di antaranya dapat menghilangkan
kezaliman, menegakkan keadilan di antara manusia, melenyapkan madharat dan
bahaya serta menutup rapat-rapat sebab-sebab pertentangan dan permusuhan.z‘)

Ungkapan senada dikemukakan Ahmad Muhammad al-Assal, bahwa negara
berhak untuk ikut campur tangan dalam kegiatan ckonomi sebagai pengawas

ataupun pengontrol.”® Hal ini berlandaskan firman Allah:
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Perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya pemerintah melakukan
intervensi terhadap harga dan mekanisme pasar adalah berawal dari riwayat yang

menjelaskan  bahwa Rasulullah tidak bersedia menurunkan harga yang

melambung tinggi di Madinah sesuai permintaan para sahabat kala itu, yaitu:

# Yusuf Qardhawi, Fany a-fatwa Kontemporer (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 11: 729.

" Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad abd. Karim, Prinsip dan Tujuan Fkonomi

islam, alih bahasa Imam Saifuddin (Bandung: Pustaka Setia, 1999), him.101.

I An-Nisa’ {4): 39.
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Sungguhpun secara tekstual mengindikasikan non intervensi terhadap
harga, tetapi secara kontekstual tak urung menimbulkan perbedaan pendapat di
kalangan ulama, termasuk Ibnu Qayyim. Dalam penentuan harga pasar, [bnu
Qayyim berpandangan bahwa dalam penetapan dan pengaturan harga, ia lebih
menekankan pada kekuatan penawaran dan permintaan. Artinya, jika penduduk
menjual barang dagangannya dengan cara yang normal (a/-Wajh al-Ma'ruf) tanpa
menggunakan cara-cara yang tidak adil.
Mengenai intervensi pemerintah terhadap harga dan mckanisme pasar,
Ibnu Qayyim membagi atas dua, yaitu ada kalanya haram dan ada kalanya boleh.
Haram karena mengandung unsur kezaliman, misalnya mematok harga yang
sangat tidak diingini para penjual tanpa dasar yang sahih, atau melarang aktifitas
pasar, yang sebenarnva Allah (lewat syariahnya) tidak melarang. Boleh bahkan
pada sebagian kasus wajib, apabila pematokan harga demi penciptaan keadilan
dan sebatas agar para penjual menjual barangnya dengan harga standar, dan
dilarang memungut di atas yang wajar.
Pendekatan usul figh yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah

teori al-Maslahah al-Mursalah. Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa prinsip

" At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmizi, edisi M.F, *Abd al-Bagi (Makkah al-Mukarramah: al-
Maktabah at-Tijariyah, t.t.), hlm. 605-606, hadis nomor 1314, “Kitab al-Buyu’,” “Bab Ma Ja’a Fi-
at-Tas’Ir.” Hadis dari Anas dari Qatadah, Sabit, dari Humaid, dari Hammad Ibn Salamah, dari
Hajjaj Ibn Minhal dari Muhammad Ibn Basyar. Abu Isa berkata: Hadis ini Hasan Sahih.



utama dari syariat Islam adalah menjaga kemaslahatan hamba Allah di dunia dan

akhirat, vaitu keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah. Semuanya terkandung

dalam svariat Islam."’

Dalam Islam, prinsip dasar tentang pengaturan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan atau
kesejahteraan manusia secara umum. Tujuan subtantif-universal disyari’atkannya
hukum agama adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia di dunia dan di
akhirat dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder
serta kebutuhan pelengkap mereka.

Abd. Wahhab Khallaf merumuskan kemaslahatan publik yang dapat
dijadikan referensi untuk pengambilan hukum aktual, yang meliputi:

1. Maslahah itu bersifat esensial, yaitu kepentingan yang secara praktis-
operasional mampu mewujudkan kesegjahteraan umum yang mencegah
terjadinya kerusakan.

2. Maslahat tersebut  bersifat  universal  (umum)  bukan  kemaslahatan
perseorangan (individu).

3. Maslahah itu tidak betentangan dengan hukum atau dalil yang telah ditetapkan
oleh nash.’™

Kemaslahatan itu utamanya ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar
kemanusian yang meliputi:

a. Hak memelihara agama dan kebebasan beragama (/42 ad-Din).

3 Subhi Mahmashani, Fafsafah al-Ta.ser’(Kuiru: Dar- al-Kasyal, 1959), him. 199,

** Abdul Wahab Khallaf, Zimu Ushul Figh, alih bahasy Masdar Hilmy, cet. ke-2 (Bandung:
Gema Risalah Press, 1997), him, 146, dan 354-355.



b, Hak memelihara jiwa dan keselamatan fisik ( Hifz an-Nafs).
¢. Hak memelihara keturunan (Hifz an-Nash.
d. Hak memelihara harta benda atau hak milik pribadi (/ifz al-Mal).
¢. Hak memelihara akal atau kebebasan berfikir (Hifz al- ‘Ac;/).3 ;

Untuk mewujudkan kemaslahatan pada level politik dalam diskursus figh
Islam maka dikenal terminologi as-Sivasah asy-Syar'iyyaf, yaitu sebuah teori
yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan publik, maka seorang
penguasa (imam) harus dapat mengambil atau memutuskan suatu kebijakan guna
menegakkan kemaslahatan itu.*® Sehingga as-Sivasah asy-Syar’ivyah di sini
mempunyai empat unsur pokok, vyaitu: adanya kebijakan hukum atau aturan
pokok, dibuat olch seorang penguasa, diwujudkan guna kemaslahatan sccara
umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip nilai-nilai Islam.”

Hal ini menyadari bahwa kehidupan dan kebutuhan manusia selalu
berkembang dan berubah. Syari’ah dalam bidang muamalah pada umumnya
hanya mengatur dasar-dasar hukum secara umum, sedang dalam perinciannya

diserahkan kepada manusia agar lebih sesuai dengan konteks ruang dan wakitu,”®

** Fathur Rahman Djamil,  Filsafat Hukum Isiam, cel. ke-3 (Jakarta: Logos Wacana imu,
1999), hlm. 123-130.

I Al-Mawardi, {ukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran islam, alib bahasa
Abdul Hayyie al-Kattani dun Kamaluddin Nurdin, cel, ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000),
hlm. 36.

* Ibid., him. 37.

™ Pathur Rahman, Filsafat Hukum ..., him_ 42,



Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Asas-asas  {fukum  Muamalah

(Hukum Perdata Islam) telah menerangkan tentang prinsip-prinsip muamalah,

yaitu:>

Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh hingga ada dalil yang
mengharamkannya. Prinsip ini mengandung arti bahwa Islam memberikan
kesempatan untuk mengembangkan segala bentuk muamalab baru seiring
perkembangan hidup manusia. Hal ini merujuk pada kaidah fighiyyah:

0 ALY el 2y 83 aY

Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka (‘an taradin) tanpa ada
paksaan. Yang berarti memberikan kebebasan kepada para pihak yang
bersangkutan dalam melaksanakan transaksi. Hal ini berdasarkan firman
Allah:
Dl 5 e 5 5585 O W) Qs iy o gl 1508 1 gl (il
e
Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendapatkan manfaat dan
menjauhkan madharat. Artinya bahwa segala bentuk muamalah yang merusak

kehidupan manusia tidak dibenarkan. sebagaimana kaidah fighiyyah:

2xllaall (la e a35a aulialle

¥ Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Isfam), cel. ke-2

(Yogyakarta: UII Press, 2004), him. 15-16.

0 Abdul Hamid Hakim, As-Sullam (Jakarta: Sa’diyah Putra, t.t), hlm 36,
' An-Nisa’ (4): 29.

> Abdul Hamid, As-Stffam, him. 60,



4,  Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan memakai nilai-nilai keadilan
dan jauh dari unsur penindasan dan kezaliman. Makna di dalamnya bahwa
Islam  mempertimbangkan  kesejahteraan  individu  dan  mengukuhkan
kesejahteraan sosial, berdiri di antara kepentingan individu dan masyarakat
tanpa merugikan salah satu pihak sebagaimana penckanan al-Qur’an, vaitu

terwujudnya keadilan dalam perckonomian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian pustaka (library
research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data material
yang berada dalam perpustakaan sebagai sumber pokok penelitian.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik," yakni memaparkan konsep lbnu
Qayyim tentang intervensi pemerintah dalam penentuan harga pasar dan latar
belakang munculnya pendapat tersebut, untuk kemudian dianalisis
sejauhmanakah relevansi konsepnya terhadap kebijakan pemerintah Indonesia

dalam penentuan harga pasar.

** Kartini Kartono, Menyusun Metodologi Riset Sasial, cet. ke-7 (Bandung: Mandar Maju,
1996), him. 35.

** Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian llmiah, Dasar, Metode, duan Teknik (Bandung;
Tarsito, 1994), him. 140.
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3. Pendekatan Penelitian
Pendckatan penelitian yang penyusun gunakan adalah pendekatan
normatif,” yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui
dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia, juga pendekatan
usul figh, yang merupakan kaidah-kaidah dan bahasan-bahasan yang
berhubungan dengan dalil-dalil syar’iyyah dari segi dalalahnya terhadap
hukum, dan hukum-hukum dari segi pengambilan dalilnya.*®
4. Teknik Pengumpulan Data
Karena jenis penelitian ini adalah /library research, maka teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menclaah
berbagai literatur dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi
dengan kajian ini.
5. Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Data primer, yaitu kitab yang dianggap representatif mewakili pendapat
Ibnu Qayyim yaitu: Az-Turug al-Hukiiyyah fi as-Siyasah asy-Syar’ivyah.
b. Data sckunder berupa karya-karya lain yang membahas tentang intervensi
pemerintah dalam penentuan harga pasar serta buku-buku lain yang
relevan dengan masalah yang dibahas, antara lain: Teori dan Praktek
Ekonomi Islam karya M. Abdul Mannan, Ekonomi Islam: Telaah Analitik

terhadap Fungsi Sistem Ekonomi [slam karya Monzer Kahf, Konsep

o ~ ¥ . A R prie & i o .
Y Sarjono Sockanto, Penelitian Hikum Normeatif, Swain Tinjauan Singkat (Jakarta: PT. Raja
Gralindo Persada, 2003)., him., 13.

0 Abdul Wahab Khallaf, Hmw Ushud Figh, alih bahasa M. Zuhri dan Ahmad Quarib,
(Semarang: Dina Utama, 1994), him. 2.



Ekonomi Ihnu Taimiyah karya Abdul Azim Islahi Konsep Ekonomi Islam-
Suatu Pengantar Larya Heri Sudarsono, Pengantar Teori Mikro Ekonomi
karya Sadono Sukirno, Pengantar Frkonomika Mikro Islami karya Hendrie
Anto, dan lain sebagainya.
6. Analisis Data
Dari data yang diperoleh, penyusun dalam menganalisisnya
menggunakan cara berfikir deduktif,'’ yaitu analisis yang bertitik tolak pada
hal-hal yang bersifat umum, kemudian dijabarkan dan diambil kesimpulan
dalam pengertian yang bersifat khusus. Penyusun berusaha menganalisis
dengan bertitik tolak pada pandangan Ibnu Qayyini tentang intervensi
pemerintah dalam penentuan harga pasar dan latar belakang munculnya
pendapat tersebut, untuk kemudian dijabarkan dan diambil kesimpulan
sejauhmanakah relevansi konsepnya terhadap kebijakan pemerintah Indonesia

dalam penentuan harga pasar.

G. Sistematika Pembahasan

Kajian dalam skripsi ini agar terarah dan integral dalam satu pembahasan
yang utuh, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan scbagai
berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi: Latar belakang masalah
yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Pokok masalah
merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang

masalah. Tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan.

“7 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: BPFE UGM, 1987), him. 36.



Telaah pustaka schagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya
dan relevan dengan objek penelitian. Kerangka teoretik menyangkut kerangka
berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. Mctode penelitian berupa
penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan
menganalisis data. Sistematika pembahasan scbagai upaya mensistematisasi
penyusunan skripsi.

Bab kedua, merupakan bagian yang memotret sccara umum tentang harga
dan pasar serta peran pemerintah Indonesia dalam penentuan harga pasar. Bab ini
terbagi atas tiga sub bab. Pertama, membahas tentang harga yang meliputi:
pengertian harga, teori pembentukan harga (teori permintaan, teori penawaran,
keseimbangan pasar, teori ongkos produksi). Kedua, membahas tentang pasar
vang meliputi: pengertian pasar, fungsi pasar, mekanisme pasar dan struktur pasar.
Ketiga, peran pemerintah Indonesia dalam penentuan harga pasar. Tujuannya
adalah untuk mengetahui bagaimana konsep harga, mekanisme pasar dan
keberadaan campur tangan pemerintah Indonesia dalam kebijakan-kebijakannya
yang mengatur harga dan mekanisme pasar.

Bab Ketiga, bab ini terdiri atas dua sub bab. Pertama, menjelaskan tentang
biografi Ibnu Qayyim yang meliputi: sketsa kehidupan dan pendidikan Ibnu
Qayyim, integritas dan pemikiran hukum Ibnu Qayyim, karya-karya ilmiah Ibnu
Qayyim, situasi sosial, politik, ekonomi. Kedua, konsep Ibnu Qayyim tentang
intervensi pemerintah dalam penentuan harga pasar,

Bab keempat, merupakan analisis penyusun terhadap konsep Ibnu Qayyim

tentang intervensi pemerintah dalam penentuan harga dan mekanisme pasar,



dalil/metode yang digunakan, serta relevansi konsepnya terhadap kebijakan
pemerintah Indonesia dalam penentuan harga pasar

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari
pembahasan mulai awal sampai akhir, bab yang menjawab pokok masalah. Bab

ini diakhiri dengan saran-saran yang mendukung dan relevan dengan pokok

bahasan.



BAB Y

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan oleh penyusun
dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban
dari pokok masalah sebagai berikut:

1. Mengenai penentuan harga pasar, Ibnu Qayyim berpandangan bahwa dalam
penetapan dan pengaturan harga, ia lebih menekankan pada kekuatan
penawaran dan permintaan. Ibnu Qayyim menegaskan bahwa harga bisa
naik karena penurunan jumlah barang dan peningkatan jumlah penduduk.
Mengenai intervensi pemerintah terhadap harga dan mekanisme pasar, Ibnu
Qayyim membagi atas dua, yaitu ada kalanya haram dan ada kalanya boleh.
Haram karena mengandung unsur kezaliman, misalnya mematok harga yang
sangat tidak diingini para penjual tanpa dasar yang sahih, atau melarang
aktifitas pasar, yang sebenarnya Allah (Jewat syariahnya) tidak melarang.
Boleh bahkan pada sebagian kasus wajib, apabila pematokan harga demi
penciptaan keadilan dan sebatas agar para penjual menjual barangnya
dengan harga standar,

2. Yang melatarbelakangi Ibnu Qayyim dalam membangun konsepnya adalah:
a. keédaan pemerintah yang berkuasa.

Bahwa pada masa Ibnu Qayyim, pemeritahan dinasti Mamluk yang
berkuasa atas Mesir, Suriah, dan sekitarnya sangat memperhatikan

stabilisasi aspek perekonomian yang merupakan pengendali kesejahteraan
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rakyat. Meskipun setelah itu sempat mengalami masa penjajahan tentara
Mongol. Schingga pengalaman kecemerlangan dinasti Mamluk inilah yang
menjadi latar belakang Ibnu Qayyim.

Metode/Dalil yang digunakan.

Hadis riwayat Anas bin Malik yang menyatakan bahwa Rasulullah
tidak berkenan untuk menetapkan harga barang-barang di Madinah oleh
Ibnu Qayyim dianggap berlaku untuk keadaan (konteks) tertentu. Konteks
yang terjadi pada waktu itu tidak mengharuskan Rasulullah ikut campur
dalam menentukan harga. Keputusan Rasulullah tentu berbeda ketika pada
waktu itu pasar berjalan tidak normal semisal terjadi distorsi pasar, seperti
penimbunan (7atikar) yang dilakukan para penjual. Menurut Ibnu Qayyim,
penetapan harga dalam kondisi demikian berhukum wajib, karena hakikat
penentuan harga adalah mewujudkan keadilan dan mencegah kezaliman.

Maslahah merupakan dalil hukum yang dapat digunakan untuk
melakukan penetapan hukum terhadap suatu perkara dan merupakan salah
satu faktor krusial dalam penetapan boleh dan tidaknya intervensi harga.
Pandangan Ibnu Qayyim yang menyatakan bahwa pemerintah boleh
bahkan pada sebagian kasus wajib apabila pematokan harga demi
penciptaan keadilan dan sebatas agar para penjual menjual barangnya
dengan harga standar, dan dilarang memungut di atas yang wajar.

Dari pernyataan di atas tampak bahwa intervensi yang dilakukan
pemerintah dalam penentuan harga pasar adalah untuk mewujudkan

kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat secara umum, bukan untuk
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sebagian golongan. Ketika pemerintah memandang bahwa kebijakan yvang
dilakukan tersebut sebagai suatu kemaslahatan, maka saat itu pula
intervensi dapat dijalankan dengan catatan bahwa maslahah itu bersifat
esensial, vaitu  kepentingan yang secara praktis-operasional mampu
mewujudkan kesejahteraan umum yang mencegah terjadinya kerusakan
dan juga untuk menjamin hak dasar kemanusian yaitu terpeliharanya harta
benda serta hak milik pribadi.

3. Relevansi Konsep Ibnu Qayyim terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia
dalam Penentuan Harga Pasar adalah:

a. Pandangan Ibnu Qayyim yang memperbolehkan pemerintah melakukan
intervensi pemerintah terhadap harga dan pasar di Indonesia adalah
khusus diberlakukan pada barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti
beras, gula, minyak goreng, dan termasuk di dalamnya adalah harga dari
Bahan Bakar Minyak (BBM). Terlebih lagi dengan kondisi ncgara
Indonesia yang belum bisa disebut sebagai negara maju dengan tingkat
perindustrian yang tinggi, tetapi masih merupakan negara berkembang
dan agraris yang mayoritas rakyatnya bermata pencaharian sebagai
petani. Sehingga intervensi yang diberlakukan adalah bertujuan untuk
kesejahteraan para petani.

b. Terhadap barang-barang yang tidak termasuk dalam barang kebutuhan
sehari-hari, seperti barang elektronik, mesin, alat transportasi, dan lain-
lain, maka pemerintah tidak bisa menerapkan intervensi terutama dalam

penentuan harga. Karcna mayoritas barang-barang  terscbut adalah
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impor yang tidak mungkin bagi pemerintah untuk melakukan
standarisasi harga pada tingkatan harga tertentu yang diinginkan
pemerintah. Disamping itu, harga antara barang vang satu dengan
barang yang lain adalah berbeda. Hal ini tergantung pada kualitas, merk,
dan bahkan tergantung pada negara pembuatnya. Terhadap barang-
barang terscbut, pemerintah hanya bisa memainkan perannya dalam
penarikan pajak bea masuk sebagai bentuk kompensasi dari masuknya
barang ke dalam negeri yang secara otomatis juga akan menaikkan
harga jual barang-barang tersebut kepada konsumen.

Konsep yang dibangun Ibnu Qayyim apabila direlevansikan dengan
konteks ke-Indonesia-an dapat dilihat pada salah satu contoh yaitu
adanya BULOG sebagai lembaga non departemen yang bergerak pada
pengawasan pasar dan harga harga komoditi utama schari-hari. Tugas
utama BULOG menjamin tingkatan harga bagi para produsen agar tidak
jatuh di bawah harga yang ditetapkan.

Konteks ini apabila dikaitkan dengan konsep Ibnu Qayyim bahwa salah
satu fungsi BULOG terdapat dalam fungsi Wali al-Hisbah. Tetapi pada
fungsi yang lain kurang relevan karena konteks dan konsep kenegaraan
Indonesia dengan masa Ibnu Qayyim sangat berbeda.

Relevansi lainnya adalah pandangan Ibnu Qayyim yang menyatakan
bahwa pemerintah boleh bahkan pada scbagian kasus wajib apabila
pematokan harga demi penciptaan keadilan dan sebatas agar para

penjual menjual barangnya dengan harga standar. Dalam konteks
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Indonesia dikenal sebuah kebijakan Operasi Pasar (OP). Kebijakan ini
dilakukan dengan semangat untuk mengemoalikan harga beras di
pasaran pada harga keseimbangan, salah satunya dengan memotong

mata rantai rantai distribusi.

B. Saran-saran

Keberadaan harga dan mekanisme pasar sebagai salah satu rangkaian
aktifitas ckonomi Khususnya dalam perdagangan harus mampu mencerminkan
nilai keadilan dan Kkesetaraan yang tidak saja bagi produsen dalam artian
mendatangkan Keuntungan semata, tetapi juga harus mencerminkan keadilan bagi
konsumen yakni harus adanya kesesuain antara kualitas barang dengan nilai vang
diberikan melalui harga yang dibayarkan kepada produsennya.

Karena itulah, keberadaan pemerintah sebagai pengendali atau peracgang
otoritas tertinggi adalah mutlak dan diperlukan yang bertujuan untuk mewujudkan
dan menciptakan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, mencegah dan
menolak segala macam penggelapan. Karena penimbunan dan monopoli vang
d’lakukan oleh sescorang yang akhirnya mengarah pada naik dan bergejolaknya
harga di pasar.

Untuk mewujudkan niatan yang baik ini, pemerintzh tidak mampu
berjalan sendiri tanpa adanya partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah beserta aparaturnya harus senantiasa mengedepankan  nilai
kemanusiaan, keadilan, dan bermental baik serta bermoral jujur dalam

menjalankan amanat. Masyarakat harus mampu menjadi warga negara yang baik,
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patuh dan faham terhadap koridor hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah,

Sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan.
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2

4

| Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah
kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi
dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana
Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk
(menjadi) rahmat bagi semesta alam.

11

Di masa Rasul, pernah harga barang-barang melambung.
Para sahabat lalu mengusulkan pada nabi Mereka |
berkata: “Wahai Rasulullah, hendaknya engkau mematok
harga” WNabi lalu menjawab,” Allahlah Zat yang
membuat lingkup sempit dan yang melapangkan. Dan
sava berharap, di hari saat saya bertemu Allah, tak
seorang pun menuntut atas kezalimanku, baik dalam
masalah jiwa dan harta.”

Jika penduduk menjual barangnya dengan cara yangA1
normal (a/-Wajh al-Ma’rufj tanpa menggunakan cara-
cara yang tidak adil (ze/m), kemudian harga itu
meningkat -karena pengaruh kekurangan persediaan
barang itu, atau meningkatnva jumlah penduduk
(meningkatnya permintaan)- , itu semua karena Allah
Dalam kasus seperti ini, memaksa penjual untuk menjual
barangnya pada harga khusus merupakan paksaan vang |
salah (Zkral bi ghairi haq).

14

15

31

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, Kemudian jika
kamu berlainan pendapat lentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (as-
Sunnah) nya, jika kamu benar-benar beriman kepada
Allah dan ban kemudian. Yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Di masa Rasul, pernah harga barang-barang melambung. |
Para sahabat lalu mengusulkan pada nabi. Mereka
berkata: “Wahai Rasulullah, hendaknya engkau mematok
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harga”” Nabi lalu menjawab,” Allahlah Zat yang |
membuat lingkup sempit dan vang melapangkan. Dan
saya berharap, di hari saat saya bertemu Allah, tak
seorang pun menuntut atas kezalimanku. baik dalam
masalah jiwa dan harta.”

18

40

Sesungguhnya asal segala sesuatu adalah boleh (mubahfﬁ

18

41

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan vang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.

Menolak kerusakan didahulukan daripada mendatangkan
kemaslahatan.

BAB I

5

65

12

28

| Hai oriaﬁg—o?ang yang beriman, jﬁngaﬁlﬁh kamu saling

e W UL O
Perubahan dalam keragaman fatwa hukum, terjadi karena
perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan-
kebiasaan.

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu.

12

67

34

juga harus harus menjadi teladan yang baik dalam hal

Lembaga independen ini juga harus memerintahkan
pelaku ekonomi agar shalat jumat berjamaah,
menyampaikan amanat dan berlaku jujur. Lembaga ini

ucapan dan perilaku. Lembaga ini harus melarang |
perilaku khianat: mengurangi jatah takaran (mengurangi
timbangan), penipuan hasil produksi, dan rekayasa
barang dagangan. Lembaga ini i juga harus mengontrol
perangkat dagangan, misalnya alat timbangan, juga
mengawast produsen pangan, pakaian, dan berbagai
produsen alat-alat kebutuhan. Mencegah mereka dan
produksi vang diharamkan seperti alat-alat hiburan dan
pakaian sutra bagi pria. |

13

67

35

Pelaku pelanggaran adalah perusak kemaslahatan umat
dan dampak bahavanya pada masyarakat umum tidak

I
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dapat dikendalikan. Sebab itu, mereka harus ditindak dan ]
diberi pelajaran tanpa henti. Sebab bencana yang
diakibatkan sangat besar.

BAB IV

76

Diantara para muslimin ada orang vang terlalu kurang
memperhatikan  kemaslahatan,  karenanya  mereka
menjadikan syariat tidak dapat memenuhi kemaslahatan
manusia, memerlukan kepada aturan-aturan lain. Mereka |
menyumbatkan untuk dirt mereka jalan-jalan yang benar
dari jalan-jalan kebenaran dan keadilan. Dan antara
mereka ada pula orang-orang vang terlalu berlebih-
lebithan dalam meninjau maslahat, karenanya mereka
membolehkan hal-hal yang berlawanan dengan syariat
Allah dan mereka menimbulkan kejahatan yang panjang
dan kerusakan vang luas.

- ; BA-BV ,

11
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BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

At-Tirmizi

Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Muhammad bin Isa. Beliau berasal
dari desa Tirmizi di tepian sungai Jihun di Buhara. Beliau lahir pada tahun 200 H.
dan wafat pada tahun 261 H. beliau adalah seorang ulama yang terkenal dalam
bidang hadits. Karya-karya beliau dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan
keputusan hukum meski tingkatan kitabnya dibawah Sahih Bukhari dan Sahih
Muslim. Karya beliau yang terkenal adalah kitab a/-Jami’ al-Sahih yang
dikalangan ulama modern lebih dikenal dengan nama Sunan at-Tirmizi.

Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal mempunyai nama lengkap Ahmad bin
Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin ‘Urd bin Idris bin ‘Abdillah bin Hayyan bin
‘Abdullah bin Anas bn ‘Auf bin Qasit bin Mazin bin Syaiban. Beliau dilahirkan di
kota Bagdad pada tahun 164 H/780 M.

Pada masa kecil ia lebih menyukai al-Qur’an dan bahasa akan tetapi
setelah dewasa ia lebih bersemangat untuk mempelajari hadis. Dalam usahanya
mencari hadis, ia berpindah-pindah dari satu guru ke guru yang lain. Di antara
guru-gurunya adalah Ali Yusuf Ya’kub bin Ibrahim a-Qadi, Hisyam al-Busyair,
Umar bin Abdullah, Abd al-Rahman bin Mahdi, Abu Bakar bin Qais dan al-
Syaafi’i. Adapun di antara murid-muridnya adalah al-Bukhari, Muslim, dan Aba
Dawud.

Karyanya yang monumental adalah kitab Musnad yang memuat 30.000
hadis, al-Tafsir yang memuat 120.000 hadis, al-Manasik al-Kabir dan al-Manasik
as-Sagir serta kitab-kitab lainnya.

Ibnu Taimivah

Nama lengkapnya adalah Abu al-Abbas Taqi al-Din Ahmad ibn Abd al-
Salam ibn Abdullah ibn Taimiyah al-Harrani. Beliau lahir di Harran Lahir di
Harran, salah satu kota induk di Jazirah Arabia yang terletak antara sungai
Dajalah (Tigris) dengan Eufrat, pada hari Senin 22 Januari 1263 M / 10 Rabiul
Awwal 661 H. Beliau seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki.
Ayahnya Syihabuddin bin Taimiyah. Seorang Syaikh, hakim, khatib. Kakeknya
Majduddin Abul Birkan Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyyah Al-Harrani,
seorang Ulama yang menguasai figih, ahli hadits, tafsir, ilmu ushul dan penghafal
Al Qur’an (hafidz). Ibnu Taimiyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan
pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Ketika berusia
enam tahun (tahun 1268), Beliau berhijrah ke Dimasyq (Damaskus) bersama
orang tua dan keluarganya disebabkan serbuan tentara Tartar atas negerinya.

Di Damaskus, ia belajar pada banyak guru, dan memperoleh berbagai
macam ilmu, diantaranya ilmu hitung (matematika), khat (ilmu tulis menulis
Arab), nahwu, ushul figih . la dikaruniai kemampuan mudah hafal dan sukar lupa,
sehingga dalam usia muda, ia telah hafal Al-Qur’an. Kemampuan beliau dalam

v
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menuntut ilmu mulai terlihat pada usia 17 tahun. Pada usia 19, ia telah memberi
fatwa dalam masalah keagamaan.

Karya-karya beliau yang terkenal adalah Majmu al-Fatawa yang berisi
masalah fatwa-fatwa dalam agama lIslam. Beliau wafatnya di dalam penjara
Qal’ah Dimasyq disaksikan oleh salah seorang muridnya, Ibnu Qayyim. Beliau
berada di penjara ini selama dua tahun tiga bulan dan beberapa hari, mengalami
sakit dua puluh hari lebih. Jenazah beliau dishalatkan di masjid Jami'Bani
Umayah sesudah shalat Zhuhur dihadiri para pejabat pemerintah, ulama, tentara
serta para penduduk. Beliau wafat pada tanggal 20 DzulHijjah th. 728 H, dan
dikuburkan pada waktu Ashar di samping kuburan saudaranya Syaikh Jamal Al-
[slam Syarafuddin.

asy-Syatibi

Lahir di Granada, Spanyol, pada tanggal 8 Sya’ban 790 H/1380 M. Ulama
terkemuka ahli Usul fikih dan bahasa Arab abad ke-8 H/14 M bermazhab Maliki.
Nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Garnati.

Tanggal dan tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti, demikian
juga latar belakang keluarganya. Sejauh data yang dapat dilacak, ia berasal dari
keluarga Arab suku Lukhmi. Sedangkan nama asy-Syatibi diambil dari negeri asal
keluarganya yaitu Syatibah (Xativa/Jatuva, terletak di Spanyol bagian Timur).
Meskipun namanya dinisbahkan kepada daerah tersebut, ia diduga tidak lahir
disana, karena menurut catatan sejarah kota Jativah berada di bawah kekuasaan
Kristen. Penganut Islam telah diusir dari kota itu sejak tahun 645 H/1247 M,
sekitar 1 abad sebelum kelahiran as-Syatibi. Kemungkinan besar keluarganya
pergi meninggalkan negeri itu dan menetap di Granada. Dengan demikian dapat
diduga bahwa ia lahir ketika sultan Yusuf [ (Yusuf Abu al-Hajjaj, 1334-1354)
memerintah Granada.

Seperti tanggal kelahirannya, masa pendidikannya juga tidak diketahui
dengan jelas. Namun perlu dicatat bahwa pada masa hidupnya Granada dikenal
sebagai pusat pendidikan Islam di Spanyol. Di kota itu terdapat Universitas
Granada, yang didirikan pada masa pemerintahan Sultan Yusuf I. Karena itu, ia
diduga mendapat pendidikan di Universitas tersebut.

Imam asy-Syatibi menulis beberapa buku dalam bidang sastra Arab dan
usul fikih. Buku-buku karyanya antara lain: Syarh al-jalil ‘ala al-khulasah fi Ilim
an-Nahw, al-Muwafaqat fi usuf asy-Syari ‘ah, al-I’tisam, al-Ifadah wa al-Insyadat,
‘Unwan al-litifag fi llm al-Insytiqaqg, Usul an-Nahw. Buku al-Muwafaqat i usul
asy-Syari’ah dan al-f’tisam-yang membahas maslaliat mursalah dan istiisan serta
perbedaannya dengan bid’ah-merupakan karya monumental asy-Syatibi dan
beredar luas serta dijadikan rujukan di berbagai perguruan tinggi Islam sampai
sekarang.

Abu A’la al-Maundudi

Abu A’la Maududi lahir dalam keluarga syarif (keluarga tokoh muslim
India Utara) di Aurangabad, India Selatan, tepatnya pada 25 September 1903 (3
Rajab 1321H). Ahmad Hasan, ayahnya Maududi, sangat menyukai tasawuf. Pada
usia scbelas tahun, Maududi masuk sekolah di Aurangabad. Di sini ia
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mendapatkan pelajaran modern. Namun, lima tahun kemudian ia terpaksa
meninggalkan sekolah formalnya setelah ayahnya sakit keras dan kemudian wafat.

Abdul Wahab Khallaf

Lahir di Kafruzziyat, bulan Maret 1888 M. masuk al-Azhar tahun 1900.
Pada tahun 1920, ia ditunjuk menjadi hakim di Mahkamah Syar’iyyah. Menjadi
guru besar di fakultas Syari’ah al-Azhar tahun 1934-1948. la wafat pada bulan
Januari 1956. Di antara karya-karyanya adalah “Zim al-Usul al-Figh, Ahkam al-
Ahwal al-Syakhsiyyah dan al-Waqf wa al-Mawaris’.

T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Beliau lahir 10 Maret 1904 di Lhokseumawe. Belajar pada pesanteren
yang di pimpin oleh ayahnya, serta beberapa pesantren lainnya. Pada tahun 1927,
beliau belajar al- Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh Ustad Umar Hubies,
kemudian pada tahun 1928 memimpin pesantren al- Irsyad di Lhokseumawe.
Beliau juga giat dalam berdakwa di Aceh, menggembangkan Faham “Tajdid”
serta memberantas faham bid’ah dan Khurafat. Pada tahun 1930 menjadi Direktur
Darul Mu’allimin Muhammadiyah Kotaraja di HIS dan Mulo Muhammadiyah
Ketua Jong Islaminte Bond Aceh Utara. Pada tahun 1940-1942. Membuka
akademi Bahasa Arab dan pada zaman Jepang Menjadi anggota Pengadilan
Agama Tinggi di Aceh. Karir beliau sebagai pendidik antara lain Dekan Fakultas
Syari’ah Universitas Sultan Agung Semarang, Guru Besar dan Dekan Fakultas
Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960), Beliau juga Guru Besar di Ull
Yogyakarta dan Rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu, beliau
menjabat wakil ketua lembaga Penerjemahan dan Penafsir a-Qu’an Departemen
Agama, Ketua Lembaga Figi Islam Indonesia (LEFISI). Anggota [.embaga Ifta’
Wat Tarjih DPP al-Irsyad dan terakhir pada Tanggal 22 Maret !'975, Beliau
mendapat gelar Honoris Causa dalam ilmu Syari’ah dari Universitas Islam
Bandung (UNISBA). Beliau wafat pada tanggal 9 desember 1973.

Yusuf Qardhawi

Nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf al-Qardawi, ia dilahirkan di
Sufat Turab Mesir pada tanggal 9 September 1926. ia dikenal sebagai seorang
ulama yang ahli dalm bidang hukum Islam dan mantan Dekan Fakultas Syari’ah
Universitas Qatar.

Pada usia 10 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur’an dengan baik.
Kecerdasanya semakin terlihat setelah menyelesaikan studinya di Fakultas
Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 1952 dengan predikat terbaik.
Setelah itu ia melanjutkan studinya pada jurusan Bahasa Arab selama 2 tahun,
selanjutnya ia belajar di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Islam dan
perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 beliau masuk program pasca
sarjana (dirasah ‘ulya) Universitas al-Azhar. Setelah selesai ia mengambil
program doktor menulis disertasi dengan judul Figh az-Zakah (fikih zakat).

Dalam sejarah hidupnya ia pernah ditahan pemerintah militer Mesir ats
dasar tuduhan membantu pergerakan Ikhwan al-Muslimin pimpinan Hasan al-
Banna yang bergerak di bidang ibadah dan mu’amalah. Di antara karya-karyanya
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adalah kitab al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, Figh az-Zakah, al-Ibadah, al-Nas
wa al-Ha, dan buku-buku yang lain.

M. B. Hendrie Anto

Adalah staf pengajar Fakultas Ekonomi dan staf peneliti pada Pusat
Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam
Indonesia. Lulus sarjana ekonomi (1996) dari Jurusan [Imu Ekonomi dan Studi
Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Gelar magisternya
dalam bidang Islamic Economics, Banking and Finance diperoleh dari
Loughbrough University, Leicestershire, United Kingdom. Aktif menulis di
berbagai jurnal ilmiah dan seminar, terutama yang berkaitan dengan ekonomi
Islam. Redaktur pelaksana pada [QTISAD Journal of Islamic Economics dan
SINERGI Jurnal Bisnis dan Manajemen. Buku yang telah ditulis antara lain:
Pengantar Ekonomika Mikro Islami, Ekonomi Indonesia memasuki Milenium ]
(bersama DR. Edy Suandi Hamid,M.Ec).
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RIWAYAT HIDUP
N am a : Shoffan Hanafi
NIM : 99383395

Tempat, tanggal lahir

Jenis Kelamin

: Laki-laki

: Lamongan, 31 Agustus 1980

Alamat Asal :Paloh 06/111 No.22 Paciran Lamongan 62264 Jawa Timur.
Alamat Yogyakarta :Wisma [Tlerapti, JI. Timoho No.64.C.A. Sapen
Yogyakarta 55281.
Orang Tua
Ayah :Sufyan
[bu : Siti Fathimah
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Paloh 06/111 No.22 Paciran Lamongan 62264 Jawa Timur.
Riwayat Pendidikan
No | Pendidikan | Nama Jurusan |Tahun Tempat
01 | TK Aisyiyah 1985-1987 | Lamongan
Roudlotul Athfal
02 | SD Mi Paloh 1987-1993 | Lamongan
03 | SLTP MTs Tarbiyatut 1993-1996 | Lamongan
L Tholabah 7
04 [ SLTA MAK Tarbiyatut | Keagamaan | 1996-1999 | Lamongan
Tholabah
05 | PT UIN Sunan Muamalah, | 1999-2007 | Yogyakarta
Kalijaga Syariah
Pengalaman Organisasi
No | Nam a Organisasi Jabatan Tahun
01 | OSIS MTs Tarbiyatut Tholabah Ketua MPK | 1994/1995
02 | OSIS MAK Tarbiyatut Tholabah Kabid Bela Negara | 1997/1998 |
03 | ACIST MAK Tarbiyatut Tholabah Ketua Umum 1997/1998
04 | KSR PMI Unit VII UIN Sunan Kalijaga | Wakabid DIKLAT | 2001/2002
05 | KSR PMI Unit VII UIN Sunan Kalijaga | Kabid KESANG | 2002/2003
06 | KSR PMI Unit VII UIN Sunan Kalijaga | Koord Instruktur | 2002/2003
| 07 | KSR PMI Unit VII UIN Sunan Kalijaga | Ketua Umum 2003/2004
08 | FORKOM KSR PMI PT Se-Indonesia Ketua Bidang 200372005
L Infokom B
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